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ABSTRAK

Pendaftaran tanah melalui PTSL merupakan inisiatif pemerintah untuk memberikan
kepastian hukum terkait kepemilikan tanah UUPA. Meskipun bertujuan
meminimalisir sengketa, pelaksanaan PTSL, seperti di Kelurahan Purwoyoso,
Semarang, terdapat sertifikat dengan cacat administrasi, terutama terkait tumpang
tindih hak atas tanah, yang memicu konflik dan memerlukan penyelesaian lebih
lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, Permasalahan yang dibahas adalah
tentang 1) Mengapa timbul sengketa terhadap proses pendaftaran tanah melalui
PTSL yang mengandung cacat administrasi; 2) Bagaimana upaya penyelesaian
sengketa tanah tumpang tindih yang mengandung cacat administrasi; 3) Bagaimana
seharusnya mengatasi penerbitan sertifikat tanah tumpang tindih yang mengandung
cacat administrasi. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan
menggunakan data sekunder kepustakaan yang didukung dengan data primer
dilapangan. Hasil analisis disajikan secara deskriptif. Data dilapangan diambil
melalui wawancara dengan pihak ATR/BPN. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui upaya penyelesaian sengketa kepemilikan pendaftaran hak atas tanah
melalui PTSL yang mengandung cacat administrasi. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa proses pendaftaran tanah melalui PTSL dapat menimbulkan
sengketa jika terdapat cacat administrasi, seperti ketidaklengkapan dokumen,
kesalahan identifikasi, konflik kepemilikan, kesalahan data administrasi,
pertentangan hukum, masalah sosial dan budaya, serta ketidakpuasan pemilik
tanah. Langkah hukum untuk penyelesaian sengketa tumpang tindih sertifikat
melibatkan upaya administratif yang dilakukan oleh BPN dengan cara blokir
internal hingga proses pembatalan sertifikat. jika diperlukan, langkah hukum
melalui PTUN dengan proses penelitian administrasi, pemeriksaan persiapan,
persidangan, dan putusan. Pembatalan sertifikat yang cacat hukum administrasi
dapat diajukan melalui BPN dan PTUN, dengan opsi pembaharuan atau
pendaftaran ulang sebagai solusi yang mungkin.

Kata kunci : cacat administrasi; pendaftaran; PTSL; sengketa.
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ABSTRACT

Land registration through PTSL is a government initiative to provide legal certainty
regarding land ownership under the UUPA. Despite aiming to minimize disputes,
the implementation of PTSL, as seen in Kelurahan Purwoyoso, Semarang, has
resulted in certificates with administrative defects, especially concerning
overlapping land rights, triggering conflicts and requiring further resolution based
on Government Regulation Number 21 of 2020 regarding the handling and
settlement of land cases. The issues discussed are: 1) why disputes arise in the land
registration process through PTSL that contains administrative defects; 2) How
efforts to resolve overlapping land disputes containing administrative defects are
conducted;, 3) How to address the issuance of overlapping land certificates
containing administrative defects. This study is an empirical juridical research
using secondary literature data supported by primary data collected in the field.
The analytical results are presented descriptively. Field data is obtained through
interviews with ATR/BPN officials. The purpose of this research is to understand
the efforts to resolve ownership disputes in land registration through PTSL
containing administrative defects. The results show that the land registration
process through PTSL can lead to disputes if there are administrative defects, such
as document incompleteness, identification errors, ownership conflicts,
administrative data errors, legal conflicts, social and cultural issues, and
landowner dissatisfaction. Legal steps for resolving overlapping certificate
disputes involve administrative efforts carried out by BPN through internal
blocking to certificate cancellation processes. If necessary, legal steps through
PTUN involve administrative research, preparation examination, hearings, and
verdicts. Cancellation of certificates with legal administrative defects can be filed
through BPN and PTUN, with options for renewal or re-registration as possible
solutions.

Keywords: administrative defect; dispute; PTSL; registration.
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